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 Vocational education in building construction technology has rapidly advanced since the 

2000s, driven by industry demands for a skilled and adaptable workforce capable of 

responding to the latest technological advancements. Technological shifts, globalization, 

and demographic changes have spurred innovation in curricula and teaching methods, 

with the “Kurikulum Merdeka” providing the necessary flexibility to align education with 

industry needs. However, challenges such as institutional readiness and access to 

technology must be addressed through collaboration between the government, educational 

institutions, and the industrial sector. The diversity in educational levels within vocational 

building construction programs can become a strength if effectively managed through 

appropriate curricula and teaching strategies. The disparity in human resource quality 

between urban and remote areas hampers the implementation of Kurikulum Merdeka, 

necessitating cooperation among the government, private sector, and communities to 

enhance human resource quality and educational infrastructure. Balancing pragmatism, 

which emphasizes practical skills, with idealism, which focuses on ethics, is crucial for 

producing graduates who are both job-ready and possess strong integrity. Educational 

challenges include academic dishonesty and rigid conversion of vocational practices into 

a 20-credit system, potentially diminishing educational quality and graduate 

preparedness. Flexible regulations and approaches such as project-based learning and 

competency-based assessments are essential to adapting curricula to industry and 

technological needs. Continuous monitoring and evaluation are key to ensuring the 

relevance of education in meeting labor market demands 
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 Abstrak 

Pendidikan vokasional teknik konstruksi gedung telah berkembang pesat sejak tahun 

2000-an, didorong oleh kebutuhan industri akan tenaga kerja terampil dan adaptif terhadap 

teknologi terbaru. Teknologi, globalisasi, dan perubahan demografi mendorong inovasi 

dalam kurikulum dan metode pengajaran, dengan Kurikulum Merdeka memberikan 

fleksibilitas yang diperlukan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan 

industri, meskipun tantangan seperti kesiapan institusi dan akses teknologi tetap harus 

diatasi melalui kolaborasi antara pemerintah, pendidikan, dan sektor industri. 

Keberagaman tingkat pendidikan dalam vokasional Teknik Konstruksi Gedung dapat 

menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik melalui kurikulum dan metode pengajaran 

yang tepat. Tantangan disparitas kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) antara daerah 

perkotaan dan terpencil menghambat penerapan Kurikulum Merdeka, memerlukan 

kerjasama pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM 

dan infrastruktur pendidikan. Keseimbangan antara pragmatisme, yang menekankan 

keterampilan praktis, dan idealisme, yang fokus pada etika, penting untuk menghasilkan 

lulusan siap kerja dengan integritas tinggi. Tantangan dalam pendidikan termasuk 

ketidakjujuran akademik dan kekakuan dalam konversi praktik vokasional menjadi 20 

SKS, yang dapat mengurangi kualitas pendidikan dan kesiapan lulusan. Regulasi yang 

fleksibel dan pendekatan seperti pembelajaran berbasis proyek dan penilaian berbasis 

kompetensi diperlukan untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri dan 

teknologi. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci dalam memastikan 

relevansi pendidikan dengan pasar kerja. 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan vokasional teknik konstruksi gedung telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak tahun 

2000-an. Perkembangan ini didorong oleh kebutuhan industri konstruksi akan tenaga kerja yang terampil dan 

berkompeten dalam menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur yang semakin kompleks. Di berbagai 

negara, termasuk Indonesia, pendidikan vokasional mulai mendapat perhatian lebih karena dianggap sebagai 

salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan keterampilan antara lulusan pendidikan umum dan kebutuhan 

industry [1]. Sekolah-sekolah menengah kejuruan (SMK) dan lembaga pendidikan vokasional lainnya 

berperan penting dalam menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai, dengan kurikulum yang terus 

disesuaikan agar relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja. 

Teknologi telah mengubah pendidikan vokasional teknik konstruksi gedung, menuntut integrasi perangkat 

lunak seperti AutoCAD dan BIM [2], serta teknologi modern seperti prefabrikasi dan material ramah 

lingkungan dalam kurikulum. Tantangan utama adalah memastikan lembaga pendidikan mampu mengikuti 

perkembangan ini dan menyediakan fasilitas serta tenaga pengajar yang kompeten. Perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) juga mengubah metode pembelajaran dengan e-learning dan simulasi 

virtual, namun kesenjangan akses teknologi di daerah terpencil menjadi tantangan [3]. Kolaborasi antara 

pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan diperlukan untuk mengatasi kendala ini dan memastikan 

akses pendidikan berkualitas bagi semua mahasiswa. 

Globalisasi dan mobilitas tenaga kerja menuntut pendidikan vokasional teknik konstruksi gedung untuk 

menghasilkan lulusan dengan keterampilan teknis yang mampu beradaptasi dengan standar internasional [4], 

[5]. Pengakuan sertifikasi keahlian global semakin penting, mendorong kerjasama antara lembaga vokasional 

dan organisasi internasional untuk meningkatkan mutu program. Tantangannya adalah menyelaraskan 

kurikulum lokal dengan standar internasional tanpa mengabaikan kebutuhan lokal. Perubahan demografi dan 

tuntutan pasar kerja memaksa inovasi dalam pendidikan, termasuk meningkatkan partisipasi perempuan di 

sektor yang didominasi laki-laki. Promosi inklusivitas dan keberagaman menjadi kunci untuk memenuhi 

kebutuhan industri dan mendukung pembangunan berkelanjutan. 

Kurikulum Merdeka di Indonesia merupakan langkah progresif dalam reformasi pendidikan yang bertujuan 

untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas bagi sekolah, guru, dan mahasiswa dalam menentukan metode 

dan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing. Diluncurkan pada tahun 

2020, Kurikulum Merdeka berusaha menjawab tantangan pendidikan di era digital yang semakin dinamis 

dan kompleks, serta membekali mahasiswa dengan keterampilan yang relevan untuk menghadapi masa 

depan. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada pencapaian akademis semata, tetapi juga pada 

pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis, sehingga diharapkan dapat 

menghasilkan generasi yang adaptif dan inovatif. 

Dalam konteks pendidikan vokasional di perguruan tinggi, penerapan Kurikulum Merdeka membawa 

dampak signifikan terhadap cara pembelajaran dan pengembangan keterampilan mahasiswa. Pendidikan 

vokasional yang berfokus pada keterampilan praktis dan siap kerja sangat diuntungkan oleh pendekatan ini, 

karena memungkinkan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi 

terkini. Kurikulum Merdeka mendorong perguruan tinggi untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, 

termasuk industri dan komunitas lokal, dalam merancang program studi yang relevan dan aplikatif. 

Mahasiswa diberi kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam proyek nyata, magang, dan program 

kemitraan lainnya yang memperkaya pengalaman belajar mereka dan meningkatkan daya saing di pasar 

kerja. 
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Namun, implementasi Kurikulum Merdeka pada pendidikan vokasional di perguruan tinggi tidak lepas dari 

tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan institusi pendidikan dalam menyusun 

dan melaksanakan kurikulum yang fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan pasar [6], [7]. Selain itu, 

dibutuhkan peningkatan kapasitas tenaga pengajar untuk mampu mengadaptasi metode pembelajaran yang 

lebih inovatif dan berbasis proyek. Infrastruktur pendukung, seperti akses terhadap teknologi dan fasilitas 

laboratorium yang memadai, juga menjadi faktor krusial untuk keberhasilan program ini. Oleh karena itu, 

diperlukan kerjasama yang sinergis antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor industri untuk 

mengatasi berbagai kendala ini, sehingga tujuan Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan kualitas dan 

relevansi pendidikan vokasional di perguruan tinggi dapat tercapai dengan optimal. 

 

2. KEBERAGAMAN TINGKAT PENDIDIKAN DALAM PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK 

KONSTRUKSI GEDUNG  

Keberagaman tingkat pendidikan dalam pendidikan vokasional, khususnya pada program Teknik Konstruksi 

Gedung, merupakan fenomena yang semakin relevan dalam konteks peningkatan aksesibilitas pendidikan 

tinggi [8], [9]. Mahasiswa yang memasuki program ini dapat berasal dari latar belakang pendidikan yang 

beragam, mulai dari lulusan sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah umum, hingga mereka yang 

mungkin telah memiliki pengalaman kerja di lapangan. Keberagaman ini menciptakan dinamika 

pembelajaran yang unik, di mana terdapat perbedaan dalam pengetahuan dasar, keterampilan teknis, dan 

pemahaman teoretis di antara mahasiswa. Kondisi ini menuntut penyesuaian strategi pengajaran yang dapat 

menjembatani kesenjangan antara mahasiswa dengan tingkat pendidikan yang berbeda, sehingga semua 

dapat mencapai standar kompetensi yang diharapkan. 

Dampak keberagaman tingkat pendidikan terhadap pembelajaran sangat signifikan [10]–[12]. Mahasiswa 

dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi atau yang telah memiliki pengalaman kerja mungkin 

lebih mudah memahami konsep-konsep teknis dan memiliki keterampilan praktis yang lebih baik. 

Sebaliknya, mahasiswa yang hanya memiliki pendidikan dasar mungkin memerlukan lebih banyak waktu 

untuk memahami materi yang lebih kompleks. Hal ini dapat menyebabkan disparitas dalam pencapaian 

akademik, di mana mahasiswa yang kurang berpengalaman mungkin merasa tertinggal atau kesulitan untuk 

mengikuti tempo pembelajaran. Akibatnya, ada kebutuhan mendesak bagi pendidik untuk mengadopsi 

pendekatan yang lebih inklusif dan diferensial, misalnya melalui bimbingan tambahan, pembelajaran 

kolaboratif, atau penggunaan teknologi pendidikan yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan individu. 

Selain itu, keberagaman tingkat pendidikan juga mempengaruhi pengembangan keterampilan mahasiswa. 

Dalam bidang konstruksi, keterampilan teknis dan praktis sangat penting, dan keberagaman latar belakang 

pendidikan dapat memengaruhi kecepatan dan efektivitas penguasaan keterampilan ini. Sebagai contoh, 

mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja sebelumnya mungkin lebih cepat dalam menguasai 

keterampilan penggunaan alat berat atau memahami gambar teknik dibandingkan dengan mereka yang baru 

mengenal bidang ini. Perbedaan ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menyebabkan ketimpangan dalam 

penguasaan keterampilan di antara mahasiswa, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas lulusan 

secara keseluruhan. 

Contoh kasus yang relevan adalah studi lapangan yang dilakukan di beberapa institusi pendidikan vokasional 

di Indonesia yang menawarkan program Teknik Konstruksi Gedung [13], [14]. Studi tersebut menunjukkan 

bahwa mahasiswa yang berasal dari latar belakang pendidikan kejuruan cenderung lebih unggul dalam aspek 

praktis, sementara mereka yang berasal dari sekolah menengah umum lebih unggul dalam pemahaman 

teoretis. Namun, ketimpangan ini dapat diatasi melalui pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan 
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teori dan praktik secara lebih seimbang, serta dengan memberikan peluang kepada mahasiswa untuk saling 

belajar dari satu sama lain. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi kesenjangan dalam pencapaian akademik 

tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan belajar yang lebih kolaboratif. Pendekatan yang tepat dapat 

membuat keberagaman ini menjadi kekuatan yang memperkaya proses pembelajaran, meningkatkan kualitas 

lulusan, dan pada akhirnya berkontribusi pada pengembangan industri konstruksi yang lebih kompetitif dan 

inovatif [15], [16].  

 

3. DISPARITAS KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN KURIKULUM 

MERDEKA 

Disparitas kualitas sumber daya manusia (SDM) di berbagai daerah di Indonesia merupakan isu krusial yang 

berdampak signifikan terhadap penerapan Kurikulum Merdeka. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 

kondisi geografis yang sangat beragam, menghadapi tantangan dalam menyediakan pendidikan yang merata 

dan berkualitas. Di daerah perkotaan, terutama di Pulau Jawa, kualitas SDM cenderung lebih baik karena 

akses yang lebih mudah terhadap sumber daya pendidikan, tenaga pengajar yang lebih berkualitas, serta 

infrastruktur yang memadai. Sebaliknya, di daerah terpencil dan perdesaan, kualitas SDM sering kali masih 

tertinggal akibat terbatasnya akses ke fasilitas pendidikan, kekurangan tenaga pengajar yang kompeten, dan 

infrastruktur yang belum memadai. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam 

kualitas pendidikan di berbagai daerah, yang pada gilirannya mempengaruhi implementasi Kurikulum 

Merdeka secara efektif [17]. 

Tantangan dalam penerapan Kurikulum Merdeka akibat disparitas kualitas SDM ini sangat kompleks. 

Kurikulum Merdeka yang menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, pengembangan karakter, dan 

penguasaan kompetensi memerlukan tenaga pengajar yang tidak hanya memiliki kompetensi pedagogis yang 

baik, tetapi juga mampu beradaptasi dengan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan inovatif [18]–

[20]. Namun, di daerah-daerah dengan kualitas SDM yang rendah, guru-guru sering kali kurang terlatih dan 

belum siap untuk mengimplementasikan pendekatan baru ini. Selain itu, keterbatasan akses terhadap 

teknologi dan sumber daya pembelajaran di daerah terpencil juga menjadi hambatan besar dalam 

mewujudkan tujuan Kurikulum Merdeka, yang idealnya memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu utama 

dalam proses pembelajaran. 

Untuk mengurangi disparitas ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif dan program 

yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM di seluruh daerah. Salah satu program yang signifikan adalah 

"Program Guru Penggerak" yang bertujuan melatih guru-guru di seluruh Indonesia agar memiliki 

kemampuan dan kemandirian dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Selain itu, pemerintah juga 

menginisiasi program peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil, serta menyediakan 

akses yang lebih luas terhadap pelatihan daring bagi guru-guru di seluruh negeri. Program-program ini 

diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dalam kualitas pendidikan dan memungkinkan penerapan 

Kurikulum Merdeka yang lebih merata dan efektif di seluruh Indonesia. 

Peran sektor swasta dan kerjasama dengan industri juga sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan vokasional di Indonesia, terutama dalam konteks Kurikulum Merdeka [21], [22]. Industri dapat 

berperan sebagai mitra dalam penyediaan fasilitas dan teknologi pendidikan, serta dalam pengembangan 

kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, sektor swasta dapat berkontribusi melalui 

program-program pelatihan dan magang bagi mahasiswa vokasional, yang tidak hanya meningkatkan 

keterampilan teknis mereka tetapi juga membekali mereka dengan pengalaman kerja nyata. Kolaborasi 

antara sekolah vokasional dengan industri ini tidak hanya mengurangi kesenjangan antara dunia pendidikan 
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dan dunia kerja, tetapi juga memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan 

pasar. 

 

4. PRAGMATISME & IDEALISME NILAI PENDIDIKAN 

Kaitan antara psikologi pendidikan, keingintahuan, tingkat ekonomi, pragmatisme, dan idealisme nilai di 

level pendidikan tinggi merupakan tema yang kompleks dan saling berhubungan. Psikologi pendidikan 

memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana mahasiswa belajar dan berkembang, serta 

bagaimana faktor-faktor eksternal seperti keingintahuan dan tingkat ekonomi mempengaruhi proses 

pembelajaran. Di sisi lain, pragmatisme dan idealisme nilai mencerminkan pendekatan filosofis yang diambil 

oleh lembaga pendidikan dan individu dalam mengejar tujuan pendidikan tinggi [23]–[25].  

Psikologi pendidikan menyoroti pentingnya motivasi intrinsik, termasuk keingintahuan, dalam proses 

belajar. Keingintahuan adalah dorongan alami untuk mengetahui dan memahami, yang dapat meningkatkan 

keterlibatan dan pemahaman mahasiswa dalam materi pelajaran. Di tingkat pendidikan tinggi, keingintahuan 

mendorong mahasiswa untuk mengeksplorasi bidang studi yang lebih dalam dan mengembangkan pemikiran 

kritis. Dosen dan institusi pendidikan dapat menggunakan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa untuk 

menstimulasi keingintahuan ini, seperti pembelajaran berbasis proyek, penelitian independen, dan diskusi 

terbuka. 

Tingkat ekonomi memainkan peran signifikan dalam akses dan kesuksesan di pendidikan tinggi [26]–[28]. 

Mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang kurang menguntungkan sering menghadapi hambatan yang 

lebih besar dalam mengakses pendidikan tinggi, seperti biaya kuliah, biaya hidup, dan kurangnya dukungan 

finansial. Kondisi ekonomi yang sulit juga dapat mempengaruhi kinerja akademik, karena mahasiswa 

mungkin harus bekerja paruh waktu atau penuh waktu untuk mendukung pendidikan mereka. Institusi 

pendidikan tinggi perlu mengembangkan kebijakan dan program yang dapat membantu mengurangi 

hambatan ini, seperti beamahasiswa, bantuan keuangan, dan layanan dukungan akademik. 

Pragmatisme dalam konteks pendidikan tinggi mengacu pada pendekatan yang menekankan pada hasil 

praktis dan aplikatif dari pendidikan [29], [30]. Mahasiswa dan institusi yang pragmatis cenderung fokus 

pada keterampilan dan pengetahuan yang dapat langsung diterapkan di dunia kerja. Program studi yang 

dirancang dengan pendekatan pragmatis seringkali menawarkan kursus yang relevan dengan kebutuhan 

industri, magang, dan kerjasama dengan perusahaan. Pendekatan ini dapat meningkatkan peluang kerja bagi 

lulusan dan memastikan bahwa pendidikan yang diterima relevan dengan tuntutan pasar kerja. 

Idealisme nilai dalam pendidikan tinggi, di sisi lain, menekankan pentingnya pengembangan moral, etika, 

dan intelektual yang melampaui utilitas praktis [31], [32]. Pendekatan ini menganggap pendidikan sebagai 

sarana untuk membentuk individu yang berintegritas, beretika, dan memiliki kesadaran sosial. Idealisme 

mendorong pengajaran dan penelitian yang bertujuan untuk kebaikan bersama, inovasi untuk kemajuan 

manusia, dan pengembangan pengetahuan yang mendalam. Institusi yang memegang nilai-nilai idealis 

mungkin lebih fokus pada studi liberal, penelitian dasar, dan program-program yang mendukung 

pengembangan pribadi dan kesadaran global. 

Pendidikan tinggi yang efektif sering kali membutuhkan keseimbangan antara pragmatisme dan idealisme. 

Sementara pragmatisme memastikan bahwa lulusan siap untuk memasuki dunia kerja dengan keterampilan 

yang relevan, idealisme memastikan bahwa mereka juga diperlengkapi dengan nilai-nilai etika dan 

intelektual yang diperlukan untuk berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Institusi pendidikan tinggi 

dapat menciptakan kurikulum yang menggabungkan kedua pendekatan ini, dengan menawarkan kursus-

kursus yang mengembangkan keterampilan praktis sekaligus menanamkan nilai-nilai moral dan etika. 
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5. KETIDAKJUJURAN AKADEMIK 

Ketidakjujuran akademik merupakan masalah serius dalam pendidikan tinggi vokasional, mencakup tindakan 

seperti plagiarisme, kecurangan saat ujian, dan manipulasi data pada proyek atau laporan praktik. 

Ketidakjujuran akademik merusak integritas sistem pendidikan dan berdampak negatif pada reputasi institusi 

serta kualitas lulusan yang dihasilkan. Di pendidikan vokasional, di mana keterampilan praktis dan kejujuran 

dalam bekerja sangat ditekankan, masalah ini menjadi lebih kritis karena lulusan yang tidak jujur bisa 

membahayakan keselamatan dan kualitas pekerjaan di industri yang mereka masuki. 

Ketidakjujuran akademik sering dipicu oleh stres dan tekanan untuk mencapai hasil akademik tinggi, yang 

mendorong mahasiswa mencari jalan pintas melalui kecurangan [33], [34]. Faktor seperti rasa takut akan 

kegagalan, rendahnya self-efficacy, dan perasaan tidak mampu bersaing juga meningkatkan kecenderungan 

ini. Selain itu, motivasi ekstrinsik, seperti dorongan untuk mendapatkan penghargaan atau pengakuan, 

memperkuat perilaku curang, terutama dalam budaya kompetitif yang lebih menekankan hasil akhir daripada 

proses belajar. 

Di sisi lain, faktor ekonomi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku ketidakjujuran 

akademik [35], [36]. Mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu sering kali menghadapi 

tekanan tambahan yang berkaitan dengan biaya pendidikan, beamahasiswa, dan kebutuhan hidup sehari-hari. 

Tekanan finansial ini dapat mendorong mahasiswa untuk melakukan kecurangan demi menjaga beasiswa 

atau mendapatkan nilai yang diperlukan untuk kelulusan yang cepat, yang dapat meringankan beban 

keuangan mereka. Selain itu, keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan seperti buku, internet, dan 

bimbingan belajar juga dapat membuat mahasiswa dari latar belakang ekonomi rendah merasa tertinggal, 

sehingga mereka mungkin mencari jalan pintas melalui kecurangan akademik. 

Negara-negara dengan status ekonomi berbeda menghadapi tantangan unik dalam ketidakjujuran akademik 

[37], [38], dipengaruhi oleh akses pendidikan, kualitas infrastruktur, dan tekanan ekonomi. Di negara dengan 

ekonomi rendah atau berkembang, keterbatasan sumber daya pendidikan dan tekanan ekonomi tinggi 

seringkali meningkatkan kecenderungan kecurangan. Mahasiswa di negara-negara ini mungkin merasa 

kurang dukungan dan lebih tertekan untuk mendapatkan nilai tinggi demi meningkatkan peluang kerja, 

terutama di pasar yang kompetitif. Ketidaksetaraan sumber daya dan kurangnya bantuan keuangan juga 

memperburuk masalah ini, menciptakan kesenjangan antara mahasiswa yang beruntung dan yang kurang 

beruntung. 

Sebaliknya, di negara-negara dengan ekonomi yang lebih maju, meskipun ketidakjujuran akademik tetap 

ada, prevalensinya cenderung lebih rendah karena adanya sistem pendidikan yang lebih baik dan lebih 

teratur. Negara-negara dengan status ekonomi tinggi biasanya memiliki akses yang lebih baik terhadap 

teknologi pendidikan, tenaga pengajar berkualitas, dan infrastruktur yang memadai. Selain itu, mereka juga 

cenderung memiliki kebijakan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih efektif terkait 

ketidakjujuran akademik. Kesadaran akan pentingnya integritas akademik juga lebih tinggi di negara-negara 

ini, yang didukung oleh budaya pendidikan yang mengedepankan etika dan nilai-nilai akademik yang kuat. 

Namun, status ekonomi yang lebih baik tidak sepenuhnya menjamin rendahnya tingkat ketidakjujuran 

akademik. Beberapa negara maju menghadapi tantangan terkait budaya kompetitif yang ekstrim, di mana 

mahasiswa merasa terdorong untuk melakukan kecurangan demi mencapai kesuksesan akademik yang 

diukur dengan standar yang sangat tinggi. Dalam konteks ini, ketidakjujuran akademik lebih dipicu oleh 

tekanan untuk mencapai prestasi puncak dan mempertahankan reputasi pribadi atau institusional. Ini 

menunjukkan bahwa meskipun status ekonomi suatu negara dapat mengurangi beberapa faktor risiko 
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ketidakjujuran akademik, faktor sosial dan budaya juga harus dipertimbangkan dalam memahami dan 

mengatasi fenomena ini. 

Salah satu tantangan utama dalam menangani ketidakjujuran akademik adalah budaya dan sikap permisif 

terhadap praktik ini. Mahasiswa sering kali menganggap ketidakjujuran sebagai jalan pintas menuju 

kesuksesan akademik, dipicu oleh tekanan untuk berprestasi, beban kerja yang tinggi, dan kurangnya 

pemahaman tentang etika akademik. Institusi pendidikan tinggi vokasional perlu mengatasi hal ini dengan 

meningkatkan kesadaran tentang integritas akademik dan konsekuensinya. Tantangan lainnya adalah 

kurangnya sistem pengawasan dan penegakan yang efektif. Banyak institusi tidak memiliki mekanisme yang 

memadai untuk mendeteksi dan menangani ketidakjujuran, dan tanpa pengawasan yang ketat serta sanksi 

yang jelas, mahasiswa mungkin merasa tidak ada risiko nyata. Penerapan teknologi seperti perangkat lunak 

anti-plagiarisme, sistem proktor ujian online, dan database pekerjaan yang terintegrasi dapat membantu 

dalam mengidentifikasi dan mencegah ketidakjujuran akademik. 

Untuk mengatasi ketidakjujuran akademik, institusi pendidikan tinggi vokasional perlu menerapkan 

kebijakan komprehensif, termasuk kode etik yang jelas, prosedur penanganan pelanggaran, dan sanksi yang 

adil. Melibatkan seluruh komunitas kampus dalam pengembangan dan penerapan kebijakan ini penting untuk 

membangun budaya integritas. Selain itu, pencegahan melalui pendidikan dan pelatihan tentang etika 

akademik, seperti workshop dan modul online, serta pelatihan dosen untuk mendeteksi dan menangani 

pelanggaran, juga sangat diperlukan. 

Sebagai solusi jangka panjang, pendidikan vokasional dapat meningkatkan keterlibatan industri dalam proses 

pendidikan untuk mengajarkan nilai-nilai profesionalisme dan integritas. Melalui program magang, 

kolaborasi proyek, dan bimbingan oleh profesional industri, mahasiswa dapat melihat langsung bagaimana 

integritas dan kejujuran diterapkan dalam lingkungan kerja nyata. Hal ini tidak hanya memperkuat nilai-nilai 

etika yang diajarkan di kampus tetapi juga membangun hubungan yang lebih kuat antara pendidikan dan 

dunia kerja, memastikan bahwa lulusan siap untuk berkontribusi secara positif dan bertanggung jawab dalam 

profesi mereka. 

 

6. BOM WAKTU: KONVERSI 20 SKS SECARA SERAGAM 

Kekakuan perguruan tinggi dalam memaknai konversi praktik vokasional teknik konstruksi gedung menjadi 

20 SKS perkuliahan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pendidikan dan kesiapan 

lulusan. Salah satu dampaknya adalah pengurangan nilai praktis yang sangat penting dalam pendidikan 

vokasional. Praktik lapangan memberikan pengalaman langsung dan kontekstual kepada mahasiswa, 

memungkinkan mereka untuk mengaplikasikan teori yang dipelajari dalam situasi nyata. Konversi ini 

seringkali mengurangi waktu yang dialokasikan untuk pengalaman praktis tersebut, menggantinya dengan 

waktu di kelas yang mungkin kurang relevan dengan kebutuhan industri. Akibatnya, mahasiswa mungkin 

tidak memperoleh keterampilan praktis yang memadai dan menjadi kurang siap menghadapi tantangan di 

tempat kerja. 

Selain itu, konversi praktik menjadi 20 SKS perkuliahan juga dapat mengurangi fleksibilitas kurikulum dan 

menghambat inovasi dalam metode pengajaran. Kekakuan ini bisa memaksa dosen untuk mengikuti struktur 

yang ketat, tanpa bisa menyesuaikan materi atau metode pembelajaran sesuai dengan perkembangan 

teknologi dan kebutuhan industri yang terus berubah. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara 

keterampilan yang diajarkan di perguruan tinggi dan yang dibutuhkan oleh pasar kerja, mengakibatkan 

lulusan yang kurang kompetitif. Selain itu, kurangnya fleksibilitas juga dapat mengurangi kesempatan bagi 
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mahasiswa untuk terlibat dalam proyek-proyek kolaboratif, magang, atau pelatihan khusus yang lebih 

berfokus pada praktik industri, yang seharusnya menjadi inti dari pendidikan vokasional. 

Pemaksaan konversi 20 SKS magang industri yang tidak sepenuhnya terkait dengan kurikulum teknik 

konstruksi gedung dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi mahasiswa, institusi pendidikan, dan 

industri itu sendiri. Salah satu dampak utama adalah ketidaksesuaian antara pengalaman magang yang 

diperoleh mahasiswa dengan kompetensi inti yang dibutuhkan dalam bidang teknik konstruksi gedung. 

Ketika magang industri tidak sejalan dengan kurikulum yang dirancang secara spesifik untuk 

mengembangkan keterampilan teknis dan praktis dalam konstruksi, mahasiswa mungkin tidak mendapatkan 

pengalaman yang relevan dan esensial. Akibatnya, mereka akan kekurangan pengetahuan dan keterampilan 

yang diperlukan untuk berhasil di industri konstruksi gedung setelah lulus. 

Selain itu, pemaksaan konversi ini dapat mengakibatkan pemborosan waktu dan sumber daya bagi 

mahasiswa. Magang yang tidak terkait dengan kurikulum teknik konstruksi gedung seringkali memerlukan 

mahasiswa untuk mempelajari dan beradaptasi dengan lingkungan kerja yang tidak relevan dengan bidang 

studi mereka. Ini bisa mengarah pada kurangnya fokus dan efisiensi dalam pembelajaran, serta hilangnya 

kesempatan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan di bidang 

konstruksi. Mahasiswa mungkin juga merasa frustasi dan demotivasi karena merasa usaha dan waktu mereka 

tidak digunakan secara efektif untuk mendukung tujuan pendidikan mereka. 

Dari perspektif institusi pendidikan, pemaksaan konversi ini bisa mengganggu integritas akademik dan 

reputasi program vokasional. Kurikulum yang baik seharusnya dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa 

secara holistik melalui kombinasi teori dan praktik yang relevan. Dengan memaksakan magang yang tidak 

relevan sebagai bagian dari 20 SKS, institusi berisiko menurunkan standar pendidikan mereka dan 

menghasilkan lulusan yang tidak sepenuhnya siap untuk memasuki dunia kerja di bidang teknik konstruksi 

gedung. Hal ini bisa berdampak pada persepsi industri terhadap kualitas lulusan dari institusi tersebut, serta 

mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program pendidikan yang ditawarkan. 

Bagi industri, pemaksaan magang yang tidak relevan dapat mengurangi efektivitas program magang itu 

sendiri. Industri biasanya mengharapkan magang untuk memberikan manfaat praktis bagi mahasiswa 

sekaligus kontribusi nyata bagi organisasi. Jika mahasiswa yang magang tidak memiliki latar belakang yang 

sesuai atau keterampilan yang relevan, mereka mungkin tidak dapat berkontribusi secara efektif dan justru 

memerlukan lebih banyak bimbingan dan pelatihan dari pihak industri. Ini dapat meningkatkan beban kerja 

dan biaya bagi perusahaan, serta mengurangi keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam program magang 

di masa depan. Kolaborasi antara institusi pendidikan dan industri haruslah memastikan bahwa magang yang 

ditawarkan benar-benar sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan industri agar manfaat maksimal dapat 

dicapai bagi semua pihak yang terlibat. 

 

7. FLEKSIBILITAS KURIKULUM MERDEKA 

Merancang regulasi serta model yang fleksibel untuk pemenuhan standar kelulusan mahasiswa dalam 

pendidikan tinggi vokasional teknik konstruksi gedung merupakan tantangan yang kompleks namun krusial. 

Pendidikan vokasional teknik konstruksi gedung membutuhkan pendekatan yang memastikan lulusan 

memiliki keterampilan praktis dan pengetahuan teoritis yang memadai, sekaligus mampu beradaptasi dengan 

perubahan teknologi dan kebutuhan industri. Untuk mencapai ini, regulasi yang dirancang harus 

komprehensif dan fleksibel, memungkinkan institusi pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum dan metode 

pembelajaran sesuai dengan perkembangan terkini. 
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Regulasi yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kurikulum, metode pengajaran, 

evaluasi, dan keterlibatan industri. Regulasi harus menetapkan standar minimum untuk setiap aspek ini 

namun tetap memberikan ruang bagi institusi untuk berinovasi. Misalnya, standar kurikulum dapat 

mencakup kompetensi inti yang harus dikuasai mahasiswa, sementara metode pengajaran dapat beragam, 

termasuk pembelajaran berbasis proyek, magang, dan simulasi. Dengan memberikan fleksibilitas dalam cara 

mencapai standar tersebut, institusi dapat menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan lokal dan 

karakteristik mahasiswa. 

Model pembelajaran yang fleksibel adalah kunci untuk memenuhi standar kelulusan dalam pendidikan 

vokasional. Pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) dan pembelajaran berbasis masalah 

(problem-based learning) adalah dua pendekatan yang efektif dalam pendidikan teknik konstruksi gedung. 

Model ini memungkinkan mahasiswa untuk belajar melalui pengalaman praktis dan pemecahan masalah 

nyata, yang lebih mendekati situasi di industri. Selain itu, penggunaan teknologi digital dan platform online 

dapat memperluas akses dan fleksibilitas pembelajaran, terutama bagi mahasiswa yang memiliki 

keterbatasan waktu dan lokasi. 

Evaluasi dan penilaian harus dirancang untuk mengukur tidak hanya pengetahuan teoritis tetapi juga 

keterampilan praktis dan soft skills. Penilaian berbasis kompetensi (competency-based assessment) adalah 

pendekatan yang sesuai dalam konteks ini. Mahasiswa dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk 

menyelesaikan tugas-tugas praktis yang relevan dengan industri konstruksi gedung. Selain itu, penilaian 

formatif yang berkelanjutan, seperti proyek, portofolio, dan presentasi, dapat memberikan gambaran yang 

lebih lengkap tentang kemajuan dan kesiapan mahasiswa. 

Keterlibatan industri adalah elemen penting dalam merancang regulasi dan model yang fleksibel. Industri 

harus dilibatkan dalam pengembangan kurikulum, penilaian kompetensi, dan penyediaan kesempatan 

magang atau proyek kolaboratif. Kemitraan dengan industri memastikan bahwa pendidikan yang diberikan 

relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan membantu mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung yang 

berharga. Program kemitraan dengan perusahaan konstruksi, asosiasi profesional, dan regulator industri 

dapat memperkuat hubungan antara pendidikan dan praktik industri. 

Regulasi dan model pembelajaran harus dinamis dan adaptif terhadap perubahan. Ini memerlukan 

mekanisme untuk pemantauan dan evaluasi berkelanjutan, serta kemampuan untuk melakukan revisi 

berdasarkan umpan balik dari mahasiswa, dosen, dan industri. Institusi pendidikan tinggi harus membangun 

budaya peningkatan berkelanjutan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses penilaian 

dan perbaikan. Penggunaan data analitik dan penelitian pendidikan juga dapat membantu dalam 

mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengembangkan strategi yang lebih efektif. 

 

8. KESIMPULAN 

Keberagaman tingkat pendidikan dalam vokasional Teknik Konstruksi Gedung bisa menjadi kekuatan jika 

dikelola dengan baik. Institusi pendidikan harus mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang 

mengatasi kesenjangan dan meningkatkan kolaborasi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten. Disparitas 

kualitas SDM antara daerah perkotaan dan terpencil di Indonesia menantang penerapan Kurikulum Merdeka. 

Mengatasi tantangan ini memerlukan pendekatan terintegrasi yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, 

dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM, infrastruktur pendidikan, dan kerjasama industri, 

sehingga penerapan kurikulum dapat merata dan efektif.  

Pragmatisme dalam pendidikan tinggi menekankan keterampilan praktis dan relevansi industri, sedangkan 

idealisme fokus pada pengembangan moral dan etika. Keseimbangan keduanya penting untuk menghasilkan 
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lulusan yang siap kerja dan memiliki nilai etika kuat. Ketidakjujuran akademik seperti plagiarisme dan 

kecurangan ujian merusak integritas pendidikan, dipengaruhi oleh tekanan akademik, motivasi ekstrinsik, 

dan kondisi ekonomi. Tantangan juga termasuk sikap permisif dan kurangnya pengawasan efektif. Institusi 

pendidikan harus menerapkan kebijakan tegas, edukasi etika mendalam, dan melibatkan industri untuk 

menanamkan integritas pada mahasiswa. 

Kekakuan dalam mengonversi praktik vokasional teknik konstruksi gedung menjadi 20 SKS dapat 

mengurangi kualitas pendidikan dan kesiapan lulusan dengan mengurangi waktu praktik lapangan 

dan membatasi fleksibilitas kurikulum. Ini menghambat inovasi metode pengajaran dan 

menciptakan ketidaksesuaian antara pengalaman magang dan kompetensi industri, yang dapat 

menurunkan efektivitas magang dan reputasi program. Regulasi harus fleksibel untuk penyesuaian 

kurikulum dan metode pengajaran sesuai kebutuhan industri dan teknologi. Pendekatan seperti 

pembelajaran berbasis proyek, penilaian berbasis kompetensi, dan keterlibatan industri dalam 

pengembangan kurikulum adalah kunci untuk memastikan relevansi pendidikan dengan pasar kerja. 

Evaluasi berkelanjutan dan pemantauan diperlukan untuk perbaikan berkelanjutan.  
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